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WALIKOTA MADIUN 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA  MADIUN 

NOMOR   27   TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 19 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MADIUN, 

 

Menimbang :  a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar 

Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya  Alam  Hayati  dan  

Ekosistemnya  (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419);   

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3244); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4153) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4161);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang 

Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4242); 

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  tentang  

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5285;) 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5617);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5941); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung; 

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 

Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan 

Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat 

Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh 

Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5         

Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan Yang Wajib Dimiliki Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup; 

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8         

Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaaan 

Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penertiban Ijin 

Lingkungan; 

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor  5        

Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah; 

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor : P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan 

Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah 

Memiliki Ijin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum 

Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup; 

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor : P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan; 

24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan 

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup; 
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25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2      

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur; 

26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 6/E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 18); 

27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C); 

28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Madiun Nomor 39); 

29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA MADIUN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 19      

TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 

Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun        

Nomor 18) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah dan 

diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 2 (dua) angka 

yakni angka 4a dan angka 4b, sehingga Pasal 1 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

3. Walikota adalah Walikota Madiun. 

4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Madiun. 

4a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, yang selanjutnya 

disingkat Dinas PM, PTSP, KUM adalah Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun. 

4b. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang 

selanjutnya disingkat Kepala Dinas PM, PTSP, KUM 

adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Madiun. 

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Madiun. 

6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lain. 

7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan 

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 
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8. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar 

dan terencana yang memadukan aspek lingkungan 

hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi 

pembangunan untuk menjamin keutuhan 

lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, 

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini 

dan generasi masa depan. 

9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH, adalah 

perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah 

lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan 

pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 

10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup 

yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan 

saling mempengaruhi dalam membentuk 

keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas 

lingkungan hidup. 

11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah 

rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.  

12. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan 

lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan 

manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan 

antar keduanya.  

13. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah 

kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, 

energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau 

dimasukkan ke dalamnya.  

14. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup 

yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati 

yang secara keseluruhan membentuk kesatuan 

ekosistem. 

15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya 

disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang 

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program. 
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16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang 

selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai 

dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya 

disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan 

pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 

tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup 

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

18. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas 

atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau 

komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur 

pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam 

suatu sumber daya tertentu sebagai unsur 

lingkungan hidup. 

19. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup 

oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 

mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

20. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah 

ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau 

hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh 

lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan 

fungsinya.  

21. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang 

yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati 

lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup.  
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22. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan 

langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat 

fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang 

melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup. 

23. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan 

sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya 

secara bijaksana serta kesinambungan 

ketersediaannya dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas nilai serta 

keanekaragamannya.  

24. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang 

diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh 

aktivitas manusia sehingga menyebabkan 

perubahan komposisi atmosfir secara global dan 

selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim 

alamiah yang teramati pada kurun waktu yang 

dapat dibandingkan. 

25. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 

26. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya 

disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen 

lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak 

lingkungan hidup, dan/atau membahayakan 

lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan 

hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

27. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang 

selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu 

usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 

28. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi 

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, 

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau 

penimbunan. 
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29. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, 

menempatkan, dan/atau memasukkan limbah 

dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, 

dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke 

media lingkungan hidup tertentu. 

30. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan 

antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan 

yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada 

lingkungan hidup. 

31. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh 

perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan 

oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 

32. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang 

yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak 

sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan 

lingkungan hidup.  

33. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang 

dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan 

hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah.  

34. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki 

kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, 

serta pola interaksi manusia dengan alam yang 

menggambarkan integritas sistem alam dan 

lingkungan hidup. 

35. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku 

dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain 

melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara 

lestari. 

36. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok 

masyarakat yang secara turun temurun bermukim 

di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan 

pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat 

dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai 

yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, 

dan hukum. 
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37. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang 

tidak berbadan hukum. 

38. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah 

seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong 

Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang 

ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

39. Ancaman Serius adalah ancaman yang berdampak 

luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan 

keresahan masyarakat. 

40. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada 

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam 

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin 

usaha dan/atau kegiatan. 

41. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang 

diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan 

usaha dan/atau kegiatan. 

 

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 34 

 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki 

Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. 

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan 

kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 atau rekomendasi   UKL-UPL. 

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada        

ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang 

dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan 

hidup atau rekomendasi UKL-UPL. 

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Kepala Dinas PM, 

PTSP, KUM setelah mendapatkan rekomendasi dari 

Dinas Lingkungan Hidup. 
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3. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 35 

 

(1) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM wajib menolak 

permohonan izin lingkungan apabila permohonan 

izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL. 

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam     

Pasal 34 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:  

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan 

izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, 

penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau 

pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;  

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat 

sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi 

tentang kelayakan lingkungan hidup atau 

rekomendasi UKL-UPL; atau 

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen 

amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.  

 

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 79 

 

(1)  Dinas Lingkungan Hidup berwenang mengajukan 

gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap 

usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.  

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian 

lingkungan hidup diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 24 September 2018 

 

WALIKOTA MADIUN, 

 

ttd 

 

H. SUGENG RISMIYANTO 

Diundangkan di  M A D I U N 

pada tanggal 24 September 2018 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

 
 

ttd 

 
 

RUSDIYANTO 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  

TAHUN 2018 NOMOR 18 / D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :        

198-27/2018 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. WALIKOTA MADIUN 
Sekretaris Daerah 

u.b. 
Kepala Bagian Hukum 

 

 
BUDI WIBOWO, SH 

Pembina 

NIP.  19750117 199602 1 001 



PENJELASAN 
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I. UMUM 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan 

hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. 

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan 

berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar 

lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang 

hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. 

 

Kota Madiun relatif tidak mempunyai sumber daya alam yang 

langsung dapat dikelola dan menjadi potensi daerah sebagai sumber 

peningkatan kesejaheraan masyarakat. Namun secara historis dan 

geografis Kota Madiun mempunyai posisi yang strategis sebagai Pusat 

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) untuk Jawa Timur Bagian Barat. 

Prioritas  pembangunan daerah Kota Madiun sebagai berikut: 

1. peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat; 

2. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 

3. peningkatan kapasitas kelembagaan; 

4. peningkatan infrastruktur khususnya pengendalian banjir dan 

lingkungan hidup. 

 

Dalam pelaksanaan Pembangunan di Kota Madiun masih 

terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala, terutama di bidang 

lingkungan hidup. Kendala tersebut meliputi: 

1. kurangnya kapabilitas pemenuhan air tanah; 
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2. kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau; 

3. terjadinya pencemaran lingkungan. 

 

Untuk mencegah dampak yang lebih luas akibat terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka diperlukan aturan-

aturan yang memuat tentang proses perumusan dan penerapan 

instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum. Aturan-aturan 

tersebut dimuat dalam peraturan daerah dengan mewajibkan 

pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan 

keadilan. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 

2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sehingga perlu diubah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

 Pasal 1 

  Cukup jelas.  

Angka 2 

 Pasal 34  

  Cukup jelas. 

Angka 3 

 Pasal 35 

  Cukup jelas. 

Angka 4 

 Pasal 79  

  Cukup jelas. 

Pasal II 

 Cukup jelas. 
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